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BUPATI GROBOGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
NOMOR.3 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI GROBOGAN, 
 
 

Menimbang : a. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan 
salah satu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 
2029, diperlukan pendanaan relatif besar yang 

berdasarkan kemampuan keuangan daerah tidak dapat 
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga 
perlu dibentuk dana cadangan; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 
Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Tahun 2029; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6867); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

dan 
BUPATI GROBOGAN 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA 

CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 
2029. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 

2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Grobogan. 
4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai 

kebutuhan Pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang 
tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut 
Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah 
untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan 

demokratis. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah 

yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
Daerah. 

8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk 

menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai bendahara umum Daerah. 

 
BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 
Maksud pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah 

ini sebagai pedoman dalam mewujudkan pembentukan Dana 
Cadangan Pemilihan Tahun 2029. 
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Pasal 3 

Tujuan pembentukan Dana Cadangan untuk mendanai 
penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2029. 
 

Pasal 4 

Prinsip Dana Cadangan yaitu: 
a. digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan setelah 

jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercapai; dan 

b. tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di luar 
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 5 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 
a. pembentukan Dana Cadangan; 

b. besaran dan rincian Dana Cadangan; 
c. sumber Dana Cadangan; 
d. penempatan Dana Cadangan; 

e. tata cara dan penggunaan Dana Cadangan; dan 
f. penatausahaan dan pertanggungjawaban. 

 

BAB III 
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 

 

Pasal 6 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dana Cadangan untuk 
membiayai penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan 

pada Tahun 2029. 
(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibebankan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah. 
 

BAB IV 
BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN 

 

Pasal 7 
(1) Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan sebesar 

Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). 

(2) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya 
terbagi atas: 

a. APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp20.000.000.000,00 
(dua puluh miliar rupiah); 

b. APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp20.000.000.000,00 
(dua puluh miliar rupiah); dan 

c. APBD Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp20.000.000.000,00 

(dua puluh miliar rupiah). 
(3) Dalam hal jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diperkirakan belum mencukupi untuk membiayai 
penyelenggaraan Pemilihan, kekurangannya dianggarkan pada 
APBD Tahun Anggaran 2029. 

 

BAB V 

SUMBER DANA CADANGAN 
 

Pasal 8 
Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan 

Daerah, kecuali dari: 
a. dana alokasi khusus; 
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b. pinjaman Daerah; dan 

c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk 
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

BAB VI 
PENEMPATAN DANA CADANGAN 

 

Pasal 9 
(1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran 

pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan. 
(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas 

Umum Daerah. 
(3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh 

PPKD. 
(4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan 

peruntukannya, Dana Cadangan dapat ditempatkan dalam 

portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. 
(5) Penempatan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disimpan pada bank yang ditunjuk Bupati. 

(6) Pendapatan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/keuntungan 
atas penempatan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), digunakan untuk menambah Dana Cadangan. 
 

Pasal 10 

Penempatan Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak 
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. 
 

BAB VII 
TATA CARA DAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN 

 
Pasal 11 

(1) Dana Cadangan dipindahbukukan ke rekening Kas Umum 

Daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan. 
(2) Penggunaan Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening 

Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan 
pada perangkat Daerah pengguna Dana Cadangan, kecuali 
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(3) Pemindahbukuan paling banyak sejumlah saldo Dana 

Cadangan yang dilakukan dengan surat perintah 

pemindahbukuan oleh kuasa bendahara umum Daerah atas 
persetujuan PPKD. 

 
BAB VIII 

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
 

Pasal 12 
Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana 
Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan 

pelaksanaan APBD.  
 

Pasal 13 
Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 14 

(1) Dana Cadangan yang tidak dipergunakan untuk 
penyelenggaraan Pemilihan dikarenakan adanya perubahan 
peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan sistem 

Pemilihan, dipindahkan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah 
pada Tahun Anggaran 2029. 

(2) Dalam hal Pemilihan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 
berkenaan dikarenakan adanya perubahan jadwal, Dana 
Cadangan dipindahkan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah 

pada tahun anggaran sesuai tahun pelaksanaan Pemilihan. 
 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 15 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Grobogan. 
 

 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 1 Agustus 2025 
 

BUPATI GROBOGAN, 
 
             ttd 

 
SETYO HADI 

 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 1 Agustus 2025 
 

  SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GROBOGAN, 
 

         ttd 
 

    ANANG ARMUNANTO 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 3  

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI 

JAWA TENGAH (3-53/2025) 

  

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SRI SUMARNI

Ca TERNAK UNGGAS
7905 Itik pullet lantan - Ekor 119.000
7906 Burung Puyuh - DOQ Umur 1-5 hail - Ekor 11.000
7907 Ayam joper - DOC Umur 1-5 hari - Ekor 11.000
7908 Ayam loper - Pullet Betina 4-6 bulan - Ekor 225.000
7909 Ayam joper - Pullet lantan 4-6 bulan - Ekor 200.000
7910 Ayam KUB - DOC Umur 1-5 hail - Ekor 14.000
7911 Ayam KUB - Pullet Retina Umur 4 - 6 bulan - Ekor 155.000
7912 Ayam KUB - Pullet lantan Umur 4-6 bulan - Ekor 155.000
7913 kik - DOD Umur 1-5 hari - Ekor 15.000
7914 Rik Manila - DOD Umur 1-5 hail - Ekor 25.000
7915 Itik Manila - Pullet Betina Umur 5-6 bulan - Ekor 250.000
7916 Rik Manila - Pullet lantan Umur 5-6 bulan - Ekor 300.000
7917 ltik pullet betina - Ekor 155.000
7918 Burung Puyuh Bulling Puyuh umur 3 - 4 Minggu Ekor 23.200

CCM HEWAN LAINNYA
7919 Binatang Bersuara Mural Ekor 2.978.400

CCIII. LISENSI DAN FRANCHISE
7920 E Book Elcsemplar 100.000

XIV. SOFTWARE
7921 Aplikasi display inforznasi Slide menu informasi Unit 848.200
7922 Aplikasi Web Basic Website Unit 356.000
7923 Software - Office Applications (full package) - Set 5.082.400

7924 Software - Software Backup and Storage FlexStor
CBR

Client Backup and Recovery license
forWindows (7-user) Set 413.200

7925 Software - Software Graphic and Publisher - Set 5.561.300

7926 Upgrade Aplikasi BLUE RPM Kemenhub
Interkoneksi penerbitan BLUe RFID
Sinkronisasi Database BLUe RFID Setting,
Pelatihan dan implementasi

Set 12.580.800

7927 Aplikasi E-Raport: CD Unit 150.000
7928 Aplikasi Pembelajaran Digital: CD Unit 3.330.000
7929 Aplikasi Pembelalaran SD : CD Unit 150.000
7930 Office Application - Microsoft Office medium grade Unit 4.758.000

7931
Software Cad / Cam Licensing Subscription Renewal
( 1-Year) + Advanced Support, 1 seat, commercial,
VCP, Single-user, Win

Unit 4.693.000

CCV. BEBAN KAWAT/EAKSIMILI/INTERNET/TV
LANGGANAN

7932 ERKLIKA VOUCHER SMP 1 TABUN Tahun 999.000
7933 ERKLIKA VOUCHER SD 1 TAHUN Tahun 999.000

CCVL BEBAN BARANG DAN JASA BLUD
7934 Vascon isi 25 tes Mnpul 125.400
7935 Stimuno Syr - Hs 29.760
7936 Sivit-Zinc - Tablet 702

7937 Sulcu Cadang Alat Kedokteran RSUD Ki Ageng Selo
Wirosari NaN Paket 390.513.073

Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006
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PENJELASAN 

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

NOMOR 3 TAHUN 2025 

TENTANG 
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

TAHUN 2029 
 

I. UMUM 

 
Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati  tahun 2029 diperlukan biaya relatif besar yang 
tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berkaitan dengan hal 
tersebut, Pemerintah Daerah berupaya untuk mencari sumber pembiayaan 

guna mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 
2029. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penggunaan Dana Cadangan dapat 

digunakan untuk mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 
1 (satu) tahun anggaran, sehingga untuk mendanai penyelenggaraan 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2029 perlu membentuk Dana 

Cadangan. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu 

untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana 

Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
 Cukup jelas. 

Pasal 2 
 Cukup jelas. 
Pasal 3 

 Cukup jelas. 
Pasal 4 

          Cukup jelas. 
Pasal 5 

          Cukup jelas. 

Pasal 6 
          Cukup jelas. 

Pasal 7 
          Cukup jelas. 

Pasal 8 

          Cukup jelas. 
Pasal 9 

          Cukup jelas. 

Pasal 10 
          Cukup jelas. 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "kuasa bendahara umum Daerah" 

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas 
bendahara umum Daerah.   

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 
Pasal 14 

Cukup jelas. 
Pasal 15 

Cukup jelas. 

 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3  
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